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Abstract

E-commerce can be understood as an activity of trade transactions both goods and services
through electronic media that provides convenience in the activities of consumer transactions
on the internet. So in this context also the inherent legal aspects of the e-commerce
mechanism is to interact with the Internet network applications used by parties who make
transactions through the e-commerce system.

The Consumer Protection Act (UUPK) and the Electronic Information and Transaction Act
(UUITE) have been able to provide adequate legal protection for consumers in conducting
transactions through e-commerce.

In the engagement there is a commitment to do something and not to do anything. What is
meant by the engagement to do something is to act in a positive, lawful manner, not violating
the law and in accordance with the agreement. While the engagement to not do something
that is not to do certain actions that have been agreed in the agreement. Furthermore, the
evidence through the law of proof includes several dimensions, such as: the mention of
evidences that can be used by the judge to obtain a picture of past events, evidence.

Keywords: Recognition of Electronic Transactions (E-Commerce), Engagement Law, and

Trade Law
I.  Pendahuluan kepada konsumen, karena ~ konsumen
a. Latar Belakang tidak  perlu  keluar  rumah  untuk
Dalam bidang perdagangan, internet berbelanja disamping itu pilihan

mulai banyak dimanfaatkan sebagai media
aktivitas bisnis terutama karena
kontribusinya terhadap efisiensi. Aktivitas
perdagangan melalui media internet ini

barang/jasapun beragam dengan harga yang
relatif lebih murah. Hal ini menjadi
tantangan yang positif dan sekaligus negatif.
Dikatakan positif karena kondisi tersebut

populer disebut dengan electronic commerce
(e-commerce). E-commerce tersebut terbagi
atas dua segmen yaitu business to business
e-commerce (perdagangan antar pelaku
usaha) dan business to consumer e-
commerce (perdagangan antar pelaku usaha
dengan konsumen). Kehadiran e-commerce
memberikan kemanjaan yang luar biasa

dapat memberikan manfaat bagi konsumen
untuk memilih secara bebas barang/jasa yang
diinginkannya. Konsumen memiliki
kebebasan untuk menentukan jenis dan

kualitas  barang/jasa  sesuai  dengan
kebutuhannya. Dikatakan negatif karena
kondisi  tersebut menyebabkan  posisi

konsumen menjadi lebih lemah dari pada



posisi pelaku usaha (Happy Susanto, 2008,

him..3).

Sebelum keluarnya Undang-undang
No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE), kegiatan-
kegiatan yang berhubungan dengan e-
commerce diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan  seperti Undang-
undang nomor 12 tahun 2002 tentang Hak
Cipta, Undang-undang nomor 14 tahun 2001
tentang Paten, Undang-undang nomor 15
tahun 2001 tentang Merek, Undang- undang
Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999,
Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, dan lain-lain.
Kekosongan hukum yang mengatur tentang
e-commerce menimbulkan masalah-masalah
seperti (Esther Dwi Maghfira,
Perlindungan  Konsumen Dalam E-
Commerce,  http://www.solusihukum.com
/artikel/artikel131.php, bahan diakses tanggal
11 juli 2017):

Otentikasi  subyek  hukum yang
membuat transaksi melalui internet;

1) Saat perjanjian berlaku dan memiliki
kekuatan mengikat secara hukum ;

2) Obyek transaksi yang diperjualbelikan;

3) Mekanisme peralihan hak;

4) Hubungan hukum dan
pertanggungjawaban para pihak yang
terlibat dalam transaksi baik penjual,
pembeli, maupun para pendukung
seperti perbankan, internet service
provider (ISP),dan lain-lain;

5) Legalitas dokumen catatan elektronik
serta tanda tangan digital sebagai alat
bukti;

6) Mekanisme penyelesaian sengketa;

7) Pilihan hukum dan forum peradilan
yang berwenang dalam penyelesaian
sengketa.

8) Masalah perlindungan konsumen, HAKI
dan lain-lain.

Dengan munculnya Undang-Undang
No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan
dua hal penting yakni, pertama pengakuan
transaksi elektronik dan dokumen elektronik
dalam kerangka hukum perikatan dan
hukum pembuktian, sehingga kepastian
hukum transaksi elektronik dapat terjamin,
dan yang kedua diklasifikasikannya
tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi
pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan
Tl (Teknologi Informasi) disertai dengan
sanksi pidananya. Dengan adanya
pengakuan terhadap transaksi elektronik dan
dokumen elektronik maka setidaknya
kegiatan e- commerce mempunyai basis
legalnya.

Menurut Penjelasan Umum Undang-
undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK), faktor

utama yang menjadi penyebab
eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi
karena  masih  rendahnya  kesadaran
konsumen akan haknya. Tentunya, hal
ini  terkait erat dengan rendahnya
pendidikan konsumen. Oleh karena itu
keberadaan  UUPK  adalah  sebagai

landasan hukum yang kuat bagi upaya
pemberdayaan konsumen.

b. Permasalahan

Dari latar belakang diatas, dapat
ditarik  permasalahan  sebagai  berikut:
bagaimana pengakuan transaksi elektronik
(e-commerce) dalam kerangka hukum
perikatan dan hukum pembuktian?

c. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan utama
dalam penulisan ini adalah Mengetahui
bagaimana pengakuan transaksi elektronik
(e-commerce) dalam kerangka hukum
perikatan dan hukum pembuktian.
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d. Pembatasan Masalah

Penulisan ini hanya dibatasi pada
pengakuan transaksi elektronik dalam
kerangka hukum perikatan dan hukum
pembuktian.

Il. Tinjauan Pustaka
a. Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut UUPK Pasal 1 angka 1
disebutkan bahwa “Perlindungan
Konsumen adalah  segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberikan perlindungan bagi konsumen”.
Hukum Perlindungan Konsumen
dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak
yang mengadakan hubungan hukum atau
bermasalah dalam masyarakat itu tidak
seimbang.”

Menurut Ali  Mansyur, sekurang-
kurangnya ada empat alasan pokok
mengapa konsumen perlu dilindungi yaitu:
a. Melindungi konsumen sama artinya

dengan melindungi  seluruh  bangsa
sebagaimana yang diamanatkan oleh
tujuan pembangunan nasional menurut

Pembukaan  Undang-Undang  Dasar
1945.
b. Melindungi  konsumen  perlu untuk

menghindarkan konsumen dari dampak
negatif penggunaan barang dan jasa.

c. Melindungi konsumen perlu untuk
melahirkan manusia-manusia yang
sehat rohani dan jasmani sebagai
pelaku-pelaku ~ pembangunan,  yang
berarti juga untuk menjaga
kesinambungan pembangunan nasional.

d. Melindungi  konsumen perlu untuk
melahirkan manusia-manusia yang
sehat rohani dan jasmani sebagai
pelaku-pelaku pembangunan, yang
berarti juga untuk menjaga

kesinambungan pembangunan nasional.

Hak konsumen secara nasional
terdapat dalam pasal 4 UUPK, dimana
disebutkan, konsumen memiliki hak sebagai
berikut :

a) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa,
serta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi, serta jaminan yang dijanjikan.

b) Hak untuk didengar pendapat dan
keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan.

c) Hak untuk mendapat pembinaan dan
pendidikan konsumen.

d) Hak untuk mendapatkan kompensasi,
ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila  barang dan/atau jasa Yyang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya.

e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya.

Asas Perlindungan Konsumen
Berdasarkan undang-undang Perlindungan
Konsumen pasal 2, terdapat lima asas
dalam perlindungan konsumen, yakni :

1) Asas Manfaat. Asas ini adalah untuk
mengamanatkan bahwa segala upaya
dalam penyelenggaraan perlindungan
konsumen harus memberikan manfaat
sebesar-besarnya  bagi  kepentingan
konsumen usaha secara keseluruhan.

2) Asas Keseimbangan. Asas ini
dimaksudkan untuk memberikan
keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha, dan
pemerintah dalam arti material dan
spiritual.

3) Asas Keamanan dan Keselamatan

Konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan
dan keselamatan kepada konsumen
dalam penggunaan,  pemakaian, dan
pemanfaatan barang/jasa yang
dikonsumsi atau digunakan.
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4) Asas Kepastian Hukum. Asas  ini
dimaksudkan agar baik pelaku usaha
maupun konsumen menaati hukum dan

memperoleh keadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan
konsumen, serta negara menjamin

kepastian hukum.

b. Pengertian E-Commerce

Menurut  ketentuan  Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan
Umum, angka 2 dinyatakan bahwa Transaksi
Elektronik adalah perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan Komputer,
jaringan  Komputer, dan/atau  media
elektronik lainnya. Munir Fuady menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan e-commerce
adalah suatu proses berbisnis dengan
memakai  teknologi  elektronik  yang
menghubungkan antara perusahaan,
konsumen dan masyarakat dalam bentuk
transaksi elektronik, dan
pertukaran/penjualan barang, servis, dan
informasi  secara  elektronik.  Dengan
demikian, pada prinsipnya bisnis dengan e-
commerce merupakan kegiatan bisnis tanpa
warkat (paperless trading) (Munir Fuady,
2008, him. 407).

Kedudukan e-commerce dalam hukum
Indonesia terletak dalam bidang hukum
perdata sebagai subsistem dari hukum
perjanjian, maka e-commerce memiliki asas-
asas yang sama denganhukum perjanjian
pada umumnya seperti: Asas kebebasan
berkontrak, Asas konsensual, Asas itikad
Baik, Asas keseimbangan, Asas kepatutan,
Asas kebiasaan,. Asas ganti rugi, Asas
keadaan memaksa, Asas kepastian hukum
dan lain-lain. Karena berlakunya asas-asas
hukum perjanjian dalam e-commerce, maka
ketentuan tentang perikatan tetap berlaku,
sehingga berlaku pula Pasal 1320 KUH
Perdata tentang syarat sahnya suatu

perjanjian yakni: Sepakat mereka untuk

mengikatkan dirinya; Cakap untuk membuat

suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu
sebab yang halal.

Ruang lingkup e-commerce meliputi 3 sisi

yakni :

1. Business to Business (B2B). Merupakan
sistem komunikasi bisnis antar pelaku
bisnis atau dengan kata lain secara
elektronik antar  perusahaan  yang
dilakukan  secara rutin dan dalam
kapasitas atau volume produk yang
besar.

2. Business to Consumer (B2C). Business
to Consumer dalam e-commerce
merupakan suatu transaksi bisnis secara
elektronik yang dilakukan pelaku usaha
dan pihak konsumen untuk memenuhi
suatu kebutuhan tertentu dan pada saat
tertentu.

3. Consumer to
Consumer
transaksi

Consumer  (C2C).
to Consumer merupakan
bisnis secara elektronik
yang dilakukan antar konsumen
untuk  memnuhi  suatu  kebutuhan
tertentu dan pada saat tertentu pula,
lingkup C2C ini  bersifat lebih
mengkhusus karena transaksi dilakukan
oleh konsumen ke konsumen yang
memerlukan transaksi.

Undang-undang Informasi  dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) nomor 11
tahun 2008 merupakan dasar hukum utama
bagi e-commerce di Indonesia. UU ITE ini
disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan
mulai erlaku pada saat diundangkan
(Pasal 54 ayat 1). Arti penting dari UU

ITE ini  bagi transaksi e- commerce

adalah:

1) Pengakuan transaksi, informasi,
dokumen dan tanda tangan
elektronik  dalam  kerangka hukum

perikatan dan hukum pembuktian,
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sehingga kepastian hukum transaksi
elektronik dapat terjamin.

2) Diklasifikasikannya tindakan-tindakan
yang termasuk kualifikasi pelanggaran
hukum  terkait penyalahgunaan TI
(Teknologi Informasi) disertai dengan
sanksi pidananya.

3) Diklasifikasikannya tindakan-tindakan
yang termasuk kualifikasi pelanggaran
hukum terkait penyalahgunaan TI
(Teknologi Informasi) disertai dengan
sanksi pidananya.

E-commerce merupakan bidang yang
multidisipliner, yang mencakup bidang
teknik, bisnis dan beberapa aspek hukum.
Dari sudut hukum, e-commerce merupakan
suatu  kegiatan transaksi  perdagangan
yang mencakup beberapa bentuk, yaitu
yang meliputi kontrak bernegosiasi,
pelelangan, periklanan, pemasaran,
pembayaran dan penyelesaian secara online,
pengiriman barang dan jasa secara online,
jasa langganan internet, komisi-komisi
(komisi yang mengatur antara beberapa
website), situs-situs perbelanjaan dan tender
(Sutan Remy Sjahdeini, 2000, him.2).

.Sebagai  suatu  bentuk transaksi
perdagangan, e-commerce memiliki
beberapa karakteristik sebagai berikut (Sutan
Remy Sjahdeini, 2000, him.2) :

1) Terjadinya transaksi antara dua belah

pihak;

2) Adanya pertukaran barang, jasa dan

informasi; dan

3) Menggunakan  internet  sebagai

medium utama dalam proses atau
mekanisme perdagangan tersebut.

Pengakuan sebagai suatu  bentuk
perjanjian dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia

masih merupakan permasalahan yang pelik.
Pasal 1313 KUH Perdata mengenai definisi
perjanjian memang tidak menentukan bahwa
suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis.
Pasal 1313 KUH  Perdata hanya
menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain
atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini
maka suatu kontrak elektronik dapat
dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian
yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUH
Perdata tersebut. Namun pada prakteknya
suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai
perjanjian yang dituangkan dalam bentuk
tertulis  (paper-based) dan bila perlu
dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Pengaturan tentang Kontrak Elektronik
(e-contract) dituangkan di dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik Pasal 47 dan Pasal 48. Di dalam
Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa
Transaksi  Elektronik dapat dilakukan
berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk
kontraktual ~ lainnya  sebagai  bentuk
kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.
Kemudian di dalam ayat (2) dijelaskan
bahwa Kontrak Elektronik dianggap sah
apabila:

1. terdapat kesepakatan para pihak;

2. dilakukan oleh subjek hukum yang
cakap atau yang berwenang mewakili
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

3. terdapat hal tertentu; dan

4. objek transaksi tidak boleh
bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, kesusilaan, dan
ketertiban umum.

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 47
ayat (2) tersebut di atas sesuai dengan
ketentuan KUHPerdata Bagian Kedua
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Tentang Syarat-Syarat yang Diperlukan

Untuk Sahnya Suatu Perjanjian Pasal 1320

yang berbuyi: Untuk sahnya suatu perjanjian,

diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka
yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan
untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal
tertentu; (4) suatu sebab yang halal.
Selanjutnya, masih di dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik Pasal 48 ayat (1), (2) dan (3)

menyatakan bahwa Kontrak Elektronik dan

bentuk kontraktual lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang
ditujukan kepada penduduk Indonesia harus
dibuat dalam Bahasa Indonesia, Kontrak

Elektronik yang dibuat dengan klausula baku

harus sesuai dengan ketentuan mengenai

klausula baku sebagaimana diatur dalam
peraturan  perundang-undangan. Kontrak

Elektronik paling sedikit memuat:

1. data identitas para pihak;
2. objek dan spesifikasi;

persyaratan Transaksi Elektronik;

harga dan biaya;

prosedur dalam hal terdapat

pembatalan oleh para pihak;

6. ketentuan yang memberikan hak
kepada pihak yang dirugikan untuk
dapat mengembalikan barang
dan/atau meminta penggantian
produk jika terdapat cacat
tersembunyi; dan

7. pilihan hukum penyelesaian
Transaksi Elektronik.

o s~ w

c. Hukum Perikatan dan Pembuktian
Hukum perikatan adalah suatu hubungan
hukum dalam lapangan harta kekayaanantara
dua orang atau lebih di mana pihak yang satu
berhak atas sesuatu dan pihak lain
berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum
dalam harta kekayaan ini merupakan suatu
akibathukum, akibat hukum dari suatu

perjanjian atau peristiwa hukum lain yang
menimbulkan perikatan.

Sumber-sumber hukum perikatan yang
ada di Indonesia adalah perjanjian dan
undang-undang dan dasar hukum perikatan
berdasarkan KUH Perdata dan Undang-
undang sebagai berikut :

1. Perikatan  yang  timbul  dari

persetujuan ( perjanjian )

2. Perikatan yang timbul dari undang-
undang

3. Perikatan terjadi bukan perjanjian,
tetapi terjadi karena perbuatan
melanggar hukum (onrechtmatige
daad) dan perwakilan sukarela
(zaakwaarneming)

4. Perikatan (Pasal 1233 KUH Perdata)

Perikatan, lahir karena suatu
persetujuan atau karena undang-
undang. Perikatan ditujukan untuk
memberikan sesuatu, untuk berbuat
sesuatu, atau untuk tidak berbuat
sesuatu.

5. Persetujuan (Pasal 1313 KUH
Perdata) : Suatu persetujuan adalah
suatu perbuatan dimana satu orang
atau lebih mengikatkan diri terhadap
satu orang lain atau lebih.

6. Undang-undang (Pasal 1352 KUH
Perdata) Perikatan yang lahir
karena undang-undang timbul dari
undang-undang atau dari undang-
undang sebagai akibat perbuatan
orang.

Asas-asas Dalam Hukum Perjanjian
diantaranya sebagai berikut:

a) Asas kebebasan berkontrak. Asas ini
mengandung pengertian bahwa setiap
orang dapat mengadakan perjanjian
apapun juga, baik yang telah diatur
dalam undang-undang, maupun yang
belum diatur dalam undang-undang
(lihat Pasal 1338 KUHPdt).
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b) Asas Konsesualisme. Dimana Asas
konsensualisme  dapat  disimpulkan
dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt.
Pada pasal tersebut ditentukan bahwa
salah satu syarat sahnya perjanjian
adalah adanya kata kesepakatan antara
kedua belah pihak. Asas ini merupakan
asas yang menyatakan bahwa perjanjian
pada umumnya tidak diadakan secara
formal, melainkan cukup dengan adanya
kesepakatan  kedua belah  pihak.
Kesepakatan adalah persesuaian antara
kehendak dan pernyataan yang dibuat
oleh kedua belah pihak.

c) Asas Kepastian Hukum. Asas kepastian
hukum atau disebut juga dengan asas
pacta sunt servanda merupakan asas
yang berhubungan dengan akibat
perjanjian. Asas pacta sunt servanda
merupakan asas bahwa hakim atau pihak
ketiga harus menghormati substansi
kontrak yang dibuat oleh para pihak,
sebagaimana layaknya sebuah undang-
undang. Mereka tidak boleh melakukan
intervensi terhadap substansi kontrak
yang dibuat oleh para pihak.Asas pacta
sunt servanda dapat disimpulkan dalam
Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt

d) Asas Itikad Baik (Good Faith). Asas
itikad baik tercantum dalam Pasal 1338
ayat (3) KUHPdt vyang berbunyi:
“Perjanjian harus dilaksanakan dengan
itikad baik.” Asas ini merupakan asas
bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur
dan  debitur harus  melaksanakan
substansi kontrak berdasarkan
kepercayaan atau keyakinan yang teguh
maupun kemauan baik dari para pihak.
Asas itikad baik terbagi menjadi dua
macam, yakni itikad baik nisbi (relative)
dan itikad baik mutlak.

e) Asas Kepribadian (Personality). Asas
kepribadian merupakan asas yang
menentukan bahwa seseorang yang akan

melakukan dan/atau membuat kontrak
hanya untuk kepentingan perseorangan
saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal
1315 dan Pasal 1340 KUHPdt. Pasal
1315 KUHPdt menegaskan: “Pada
umumnya seseorang tidak  dapat
mengadakan perikatan atau perjanjian
selain untuk dirinya sendiri.” Inti
ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk
mengadakan suatu perjanjian, orang
tersebut harus untuk kepentingan dirinya
sendiri.

Pasal 1381 secara tegas menyebutkan
cara hapusnya perikatan adalah:
Pembayaran, Penawaran pembayaran
tunai diikuti dengan penyimpanan atau
penitipan  (konsignasi), Pembaharuan
utang (novasi), Perjumpaan utang atau
kompensasi, Percampuran utang
(konfusio).

Di dalam bagian pengungkapan fakta,
alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat
Hukum atau atas kebijakan majelis hakim
untuk diperiksa  kebenarannya.  Proses
pembuktian bagian pertama ini akan berakhir
pada saat ketua majelis mengucapkan secara
lisan  bahwa  pemeriksaan  terhadap
perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat
(1) huruf a KUHAP). Setelah bagian
kegiatan pengungkapan fakta telah selesai,
maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum,
Penasehat Hukum, dan majelis hakim
melakukan penganalisisan fakta yang
sekaligus penganalisisan hukum. Oleh Jaksa
Penuntut Umum pembuktian dalam arti
kedua ini dilakukannya dalam surat
tuntutannya (requisitoir). Bagi Penasehat
Hukum pembuktiannya dilakukan dalam
nota pembelaan (pledooi), dan akan dibahas
majelis hakim dalam putusan akhir (vonnis)
yang dibuatnya.
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Secara Teoretis terdapat empat teori

mengenai sistem pembuktian yaitu:

1)

2)

3)

4)

Sistem pembuktian menurut Undang-
undang secara positif (positief wettelijke
bewijs theorie). Menurut teori ini, sistem
pembuktian positif bergantung pada
alat-alat bukti sebagaimana disebut
secara limitatif dalam undang-undang.
Singkatnya, undang-undang  telah
menentukan tentang adanya alat-alat
bukti mana yang dapat dipakai hakim,
cara bagaimana hakim
menggunakannya, kekuatan alat bukti
tersebut dan bagaimana hakim harus
memutus terbukti atau tidaknya perkara
yang sedang diadili.

Sistem pembuktian menurut keyakinan
hakim melulu (conviction intime). Pada
sistem pembuktian berdasarkan
keyakinan ~ hakim,  hakim  dapat
menjatuhkan  putusan  berdasarkan
keyakinan belaka dengan tidak terikat
oleh suatu peraturan.

Sistem pembuktian berdasarkan
keyakinan hakim atas alasan yang logis
(Laconviction Raisonnee). Menurut teori
ini, hakim dapat memutuskan seseorang
bersalah  berdasarkan keyakinannya,
keyakinan yang didasarkan kepada
dasar-dasar pembuktian disertai dengan
suatu kesimpulan (conclusie) yang
berlandaskan kepada peraturan-
peraturan pembuktian tertentu.

Sistem pembuktian menurut undang-
undang secara negatif  (negatief
wettelijke  bewijs  theorie).  Pada
prinsipnya, sistem pembuktian menurut
undang-undang secara negatif
menentukan bahwa hakim hanya boleh
menjatuhkan pidana tehadap terdakwa
apabila alat bukti tersebut secara
limitatif ditentukan oleh undang-undang
dan didukung pula oleh adanya

keyakinan hakim terhadap eksistensinya
alat-alat bukti tersebut.

Dalam hal pembuktian ini keterangan
korban merupakan hal yang sangat penting,
dimana korban adalah mereka yang
menderita secara jasmaniah dan rohaniah
sebagai akibat tindakan orang lain yang
mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri
atau orang lain yang bertentangan dengan
kepentingan dan hak asasi yang menderita.

1) Alat  Bukti Keterangan  Saksi.
Keterangan saksi dalam pasal 1 angka
27 KUHAP adalah suatu alat bukti
dalam perkara pidana yang berupa
keterangan dari saksi mengenai suatu
peristiwa pidana yang ia dengar sendiri,
ia lihat sendiri dan ia alami sendiri
dengan menyebut  alasan dari
pengetahuannya. Menurut ketentuan
Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi
batasan pengertian keterangan saksi
dalam kapasitasnya sebagai alat bukti,
adalah “Keterangan saksi sebagai alat
bukti ialah apa yang saksi nyatakan di
sidang pengadilan.”

2) Harus mengucapkan sumpah atau janji.
Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3)
KUHAP, dan hal ini sudah panjang
lebar diuraikan dalam ruang lingkup
pemeriksaan saksi. Menurut ketentuan
Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi
memberi keterangan: “wajib
mengucapkan” sumpah atau janji.
Adapun sumpah atau janji: (1) dilakukan
menurut cara agamanya masing-masing,
(2) lafal sumpah atau janji berisi bahwa
saksi akan memberikan keterangan yang
sebenar-benarnya dan tiada lain daripada
yang sebenarnya. Pada prinsipnya
sumpah atau janji wajib diucapkan
sebelum saksi memberi keterangan.
Akan tetapi, Pasal 160 ayat (4) memberi
kemungkinan  untuk  mengucapkan
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sumpah atau janji  setelah  saksi
memberikan keterangan. Dengan
dernikian, saat pengucapan sumpah atau
janji: (1) pada prinsipnya wajib
diucapkan “sebelum” saksi memberi
keterangan, (2) tapi dalam hal yang
dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah
atau janji dapat diucapkan ‘“sesudah”
saksi memberi keterangan.

Tidak semua keterangan saksi yang
mempunyai  nilai  sebagai alat bukti.
Keterangan saksi yang mempunyai nilai
ialah keterangan yang sesuai dengan apa
yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP:
(1) yang saksi lihat sendiri, (2) saksi dengar
sendiri, (3) dan saksi alami sendiri, (4) serta
menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27
KUHAP  dihubungkan  dengan  bunyi
penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dapat
ditarik kesimpulan:

a) setiap keterangan saksi di luar apa yang
didengarnya sendiri dalam peristiwa
pidana yang terjadi atau di luar yang
dilihat atau dialaminya dalam peristiwa
pidana yang terjadi, keterangan yang
diberikan  di  luar  pendengaran,
penglihatan, atau pengalaman sendiri
mengenai suatu peristiwa pidana yang
terjadi, “tidak dapat dijadikan dan
dinilai sebagai alat bukti”. Keterangan
semacam itu tidak mempunyai kekuatan
nilai pembuktian,

b) “testimonium de auditu” atau keterangan
saksi yang ia peroleh sebagai hasil
pendengaran dari orang lain, “tidak
mempunyai nilai sebagai alat bukti”.
Keterangan saksi di sidang pengadilan
berupa keterangan ulangan dari apa yang
didengarnya dari orang lain, tidak dapat
dianggap sebagai alat bukti.

C) “pendapat” atau “rekaan” yang saksi
peroleh dari hasil pemikiran, bukan

d)

merupakan keterangan saksi. Penegasan
ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185
ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu, setiap
keterangan saksi yang bersifat pendapat
atau hasil pemikiran saksi, harus
dikesampingkan dari pernbuktian dalarn
membuktikan ~ kesalahan  terdakwa.
Keterangan yang bersifat dan berwarna
pendapat dan pemikiran pribadi saksi,
tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.
Keterangan saksi harus diberikan di
sidang pengadilan. Agar supaya
keterangan saksi dapat dinilai sebagai
alat bukti, keterangan itu harus yang
“dinyatakan” di sidang pengadilan.

Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Perlindungan Konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberikan perlindungan
bagi konsumen.
Transaksi Elektronik adalah perbuatan
hukum  yang dilakukan  dengan
menggunakan  Komputer,  jaringan
Komputer, dan/atau media elektronik
lainnya.
Undang-undang Informasi  dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) nomor
11 tahun 2008 merupakan dasar hukum
utama bagi e-commerce di Indonesia.
Sumber-sumber hukum perikatan yang
ada di Indonesia adalah perjanjian dan
undang-undang dan dasar hukum
perikatan berdasarkan KUH Perdata dan
Undang-undang sebagai berikut :
a) Perikatan yang timbul
persetujuan ( perjanjian)
b) Perikatan yang timbul dari undang-
undang
c) Perikatan terjadi bukan perjanjian,
tetapi terjadi karena perbuatan
melanggar hukum (onrechtmatige

dari
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daad) dan perwakilan sukarela
(zaakwaarneming )

d) Perikatan (Pasal
Perdata): Perikatan, lahir karena
suatu persetujuan atau karena
undang-undang. Perikatan ditujukan
untuk memberikan sesuatu, untuk
berbuat sesuatu, atau untuk tidak
berbuat sesuatu.

e) Persetujuan (Pasal 1313 KUH
Perdata): Suatu persetujuan adalah
suatu perbuatan dimana satu orang
atau  lebih  mengikatkan  diri
terhadap satu orang lain atau lebih.

f) Undang-undang (Pasal 1352 KUH
Perdata): Perikatan yang lahir
karena undang-undang timbul dari
undang-undang atau dari undang-
undang sebagai akibat perbuatan
orang

5. Secara Teoretis terdapat empat teori
mengenai  sistem pembuktian yaitu:

Sistem pembuktian menurut Undang-

undang secara positif (positief wettelijke

bewijs theorie), Sistem pembuktian
menurut  keyakinan  hakim  melulu

(conviction intime), Sistem pembuktian

berdasarkan keyakinan hakim atas

alasan  yang logis  (Laconviction

Raisonnee), Sistem pembuktian menurut

undang-undang secara negatif (negatief

wettelijke bewijs theorie).

1233 KUH

b. Saran
1. Ada pengawasan khusus dalam e-
commerce, terutama  tentang

informasi yang jelas toko online hal
ini untuk mengantisipasi adanya toko
online fiktif.

2. Diadakan pihak penjamin antara
pelaku usaha dan konsumen yang
terpercaya.

3. Konsumen lebih hati-hati dan teliti
terutama dalam memilih pengusaha

toko online dan barang atau jasa yang
dibeli.

4. Dibentuk  Lembaga  penyelesaian
sengketa E-Commerce sebagai
bidang dalam penyelesaikan
persoalan.
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